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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dengan merujuk kepada isu yang telah dijelaskan sebelumnya dan analisis 

data dari hasil penelitian: 

1. Berdasarkan temuan lapangan, secara umum Notaris telah menerapkan 

Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris. Hal ini berarti setelah Notaris membacakan akta, 

biasanya para pihak akan menandatanganinya pada saat itu juga. Namun, 

terkadang penandatanganan akta Notaris dapat dilakukan secara tidak 

bersamaan oleh para penghadap. Dalam situasi semacam ini, Notaris akan 

meminta para penghadap untuk membuat surat perjanjian yang 

menyatakan kesepakatan para pihak untuk menandatangani akta tersebut 

secara tidak bersamaan, dihadapan saksi-saksi dan Notaris, dengan isi akta 

yang telah disetujui sebelumnya dan tanpa adanya perubahan. Selanjutnya, 

penandatanganan akta yang dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan 

tetap dianggap sah asalkan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama, 

sehingga tidak memengaruhi tanggal dan waktu akta tersebut. Waktu yang 

dijadikan patokan adalah saat Notaris menandatangani akta setelah 

penghadap terakhir menandatangani. Jika penandatanganan dilakukan oleh 

para penghadap pada hari yang berbeda, Notaris memberikan solusi 

dengan meminta salah satu pihak yang berhalangan hadir untuk 

memberikan surat kuasa kepada seseorang agar dapat hadir dan 

menandatangani akta yang telah disepakati. 

2. Keadaan di mana akta Notaris tidak ditandatangani secara bersamaan oleh 

para penghadap dan tidak dibacakan langsung oleh Notaris kepada mereka, 

menyebabkan akta tersebut kehilangan status otentik dan dianggap sebagai 
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bukti di bawah tangan (sesuai Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan 

Notaris). Terlebih lagi, jika terjadi perubahan isi akta yang tidak diketahui 

oleh salah satu penghadap karena adanya perbedaan waktu pembacaan dan 

penandatanganan akta di hadapan saksi dan Notaris, maka akta tersebut 

dapat dinyatakan batal demi hukum (sesuai Pasal 84 Undang-Undang 

Jabatan Notaris). Tindakan ini juga bertentangan dengan persyaratan 

sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, di mana jika pembuatan akta dan isi perjanjian tidak 

memenuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan akta 

tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti otentik di pengadilan. 

Kedudukan akta Notaris dapat dibatalkan oleh para penghadap sendiri dan 

juga dapat dianulir oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap, karena penerapan asas praduga sah. 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah, direkomendasikan untuk tidak hanya fokus pada aspek 

kepastian hukum, namun juga mempertimbangkan perubahan dinamis 

yang terjadi dalam masyarakat. Pertimbangan terkait keharusan kehadiran 

semua pihak secara bersamaan dalam penandatanganan sebuah akta 

sebaiknya dievaluasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ini penting 

mengingat permintaan yang berkembang dalam lingkungan bisnis modern, 

di mana kecepatan dan efisiensi waktu menjadi faktor penting, sehingga 

tidak menghambat akses para pihak terhadap jasa Notaris. Kehilangan 

kehadiran salah satu pihak dalam penandatanganan akta bisa mendorong 

penggunaan surat kuasa. Namun, perlu diakui bahwa keberadaan 

pemegang kuasa secara inheren dapat mengurangi tingkat keaslian sebuah 

akta, karena pihak yang berkepentingan langsung seharusnya turut serta 

dalam proses penandatanganan. 
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2. Saat ini, Notaris diwajibkan mematuhi peraturan hukum yang berlaku 

dalam menjalankan tugasnya. Dalam situasi di mana kehadiran semua 

pihak tidak dapat diatur secara bersamaan, direkomendasikan agar Notaris 

dengan jelas mengingatkan para pihak untuk menandatangani akta 

bersama-sama di hadapan saksi-saksi dan Notaris. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi risiko yang mungkin muncul dari akta yang dibuatnya, yang 

dapat memiliki implikasi hukum di masa mendatang dan berdampak pada 

reputasi seorang Notaris. Tindakan tersebut juga bertujuan untuk 

memastikan bahwa akta yang dihasilkan memiliki kekuatan sebagai bukti 

autentik. 
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